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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas
berkat hidayah-Nya. Dokumen laporan Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Brebes telah
dapat diselesaiakan. Dokumen laporan ini dibuat sebagai bahan Monitoring dan

Evaluasi pelayanan perizinan non perizinan.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang 25 tahun 2009 ,telah
diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan
pengaduan publik yang telah mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4), yang merupakan integrasi pengelolaan
pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap kerangka Sistem informasi
pelayanan publik.

Sistem pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada
dasarnya mirip dengan kontrol sosial yang berfungsi sangat penting, sehingga
pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, efektif dan efisiean serta
dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen Laporan Pengaduan Masyarakat ini dapat menjadi acuan untuk
peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dalam membangun
kepercayaan serta menciptakan perubahan layanan publik yang bersinergi pada
pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Brebes, Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sektor penting
dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan
berbagai upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan. Dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat berupa barang, jasa dan pelayanan administratif
berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang
didalamnya memuat tujuan memajukan kesejahteraan Umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi
kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung
terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, dimana penyelenggaraan
publik wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan
masukan ataupun saran kepada penyelenggara atau pemberi layanan. Oleh karena itu,
pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik yaitu dengan menyediakan sarana
pengaduan. Pelaksanaan yang berkompeten dalam menangani dan menindak lanjuti
pengaduan.

Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang bernilai,
persepsi dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan
harapan dan cita —cita tujuan nasional.

Menyikapi harapan, tuntutan dan juga untuk membangun kepercayaan
masyarakat khususnya Kabupaten Brebes, maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pefayanan administratif
perijinan dan non perizinan yang berkualitas. DPMPTSP Kabupaten Brebes dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati
Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.



1.3.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik

perizinan disusun dengan maksud dan tujuan :

1.

Menjadi acuan bagi penyelenggaraan pengelolaan pengaduan dalam
mewujudkan kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada
masyarakat.

Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya
dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap layanan publik
yang diberikan

Penyelenggara publik dapat mengelola pengaduan masyarakat secara
sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik.

Membangun sistem Pengelolaan Pengaduan secara integrasi

5. Menciptakan rasa simpati dan rasa percaya terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik.

Ruang Lingkup

i AW

Masyarakat sebagai penerima layanan publik.

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perizinan.

Kelembagaan dan Sarana Pengaduan Pelayanan Perizinan.

Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Perizinan.

Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi dalam pengeiolaan Pengaduan
Pelayanan Perizinan.



BAB II
DASAR HUKUM , SARANA DAN MEKANISME PENGADUAN

A. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam pasal 8 ayat 2 UU 25 “tahun 2009 tentang pelayanan  publik,
penyelenggaraan pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi : 1) Peiaksanaan
pelayanan; 2) Pengelolaan pengaduan masyarakat; 3) pengeiolaan informasi; 4)
Pengawasan internal; 5) Penyuluhan kepada masyarakat; 6) Pelayanan konsultasi.
Mengacu kepada amanat UU 25 tahun 2009 tersebut, pengelolaan pengaduan
masyarakat memiliki arti yang sangat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Pengawasan vyang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan
Negara pada dasarnya mirip kontrol sosial yang berfungsi sangat penting untuk
mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Salah satu bentuk pegawasan yang perlu dilakukan dalam bentuk pengaduan
masyarakat.

Agar pengaduan masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai kontrol sosial
dalam penyelenggaraan pemerintah, maka pengaduan masyarakat perlu ditangani
secara cepat, tepat, efektif dan efisein serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengaduan
masyarakat ini merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang
disampaikan  oleh masyarakat kepada Aparatur Pemerintah terkait, berupa
membangun pikiran, saran, gagasan atau keluhan/ pengaduan yang bersifat
pembangunan .

1. Adapun dasar hukum pengelolaan pengaduan masyarakat pada DPMPTSP

Kabupaten Brebes adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Peraturan Bupati Brebes Nomor 003 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Perizinan dan Non Perzinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

¢. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.



2. Sarana dan Prasarana Pengaduan yang digunakan adalah :
a. Penyampaian secara lisan disampaikan kepada Petugas pengelola pengaduan di
DPMPTSP Kabupaten Brebes.
b. Melalui surat/kotak saran dan pengaduan yang dialamatkan kepada DPMPTSP
Kabupaten Brebes.
- Email : DPMPTSP Brebes@gmail.com
- Website : dpmptspbrebes.go.id

- Saluran langsung pada telepon kantor (0283) 671026 pengaduan lewat
WA : 085956648111

¢. Mekanisme Pengaduan

Adapun mekanisme pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Brebes dapat
dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait pelayanan publik DPMPTSP
Kabupaten Brebes baik melalui telepon atau media online lainnya, datang
langsung, secara tertulis atau melalui kotak saran/pengaduan.

2. Masyarakat yang melakukan pengaduan harus mencantumkan kejelasan
identitas pengadu (nama, alamat dan nomor telepon) dan adanya kejelasan
materi pengaduan. untuk mempermudah pelayanan pengaduan.

Adapun mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat yang ada pada
DPMPTSP Kabupaten Brebes dapat digambarkan dalam Flowchat berikut ini :



MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES
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BAB III
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Tata cara penyelesaian pengaduan sesuai Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten
Brebes Nomor 050/428 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Untuk penanganan pengaduan masyarakat yang diterima langsung oleh petugas
pelaksana pelayanan pada jam kerja harus sudah diteruskan kepada pejabat yang
berwenang paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak pengaduan diterima untuk
ditindaklanjuti.

b. Untuk penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani oleh satuan unit kerja
tanpa memeriukan koordinasi dengan satuan unit lainnya paling lama 3 hari kerja
terhitung sejak pengaduan diterima satuan / unit kerja penyelenggaraan
penanganan pengaduan harus melaksanakan identifikasi dan klasifikasi atas
pengaduan yang di terima serta mengumumkan hasilnya kepada penerima
pelayanan sebagai pelapor.

c. Untuk penanganan pengaduan yang ditangani oleh atau yang penyelesaiannya
memerlukan koordinasi antar satuan / unit kerja paling lama 7 hari sejak
pengaduan diterima, Satuan / unit kerja harus menyampaikan atau mengumumkan

hasil penanganan terhadap pengaduan yang diterima kepada penerima layanan
selaku pelapor.



#

DATA PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2022

Nama

Alamat

No/tgl. Pengaduan
Media

Jenis Pengaduan

Tanggapan/tindak
lanjut

Status

Nama

Alamat

No/Tgl pengaduan
Media

Jenis pengaduan

Tanggapan /
Tindak lanjut

Status

ABAS BASORI SH

Desa Klampis Kec. Jatibarang Kab. Brebes
20 Juli 2022

Surat Aduan

. Terkait Rice Mile yang di duga tidak memiliki izin dan

sudah beroprasi, dan bangunan tersebut menempati
area tanah sawah salah satu warga.

: Telah di lalukan monitoring dan di lakukan

pengecekan dan belum mempunyai izin dan akan di
lakukan pendampingan daiam proses perijinan terkait
pembangunan akan di lakukan musyawarah dengan
pihak yang bersangkutan.

Belum selesai.

R AGUNG M DAN TEGUH AJI WIGUNO

9 september 2022
Admin Wa (medsos)

: Terkait adanya aktivitas urugan di wilayah klampok

yang kurang lebih 3 hektar dengan aktivitas muatan
yang melebihi kapasitas yang di perbolehkan di
kabupaten brebes

: Telah di Ilakukan monitoring dan dilakukan

pengecekan bahwa aktivitas yang di lakukan sudah
sesuai dengan ketentuan yang ada di kabupaten
brebes. |

Selesai



Nama

Alamat
No.tgl.Pengaduan
Media

Jenis Pengaduan

Tanggapan/tindak
lanjut

Status

Saiful fajar dan trisnori

19 Januari 2022

Admin WA (Medsos)

Terkait adanya pekerjaan jembatan untuk aktivitas
keluar masuk kegiatan penguruganyang di rencanakan
untuk PT. Warna Lestari Makmur dan berlokasi di desa
bangsri kecamatan bulakamba kabupaten brebes yang
di duga tidak mengantongi izin.

Setelah dilakukan tracking data perizinan di Bidang
Informasi, Pengaduan dan Pelaporan Penanaman
Modal Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP bahwa
aktivitas yang di lakukan sudah sesuai.

Selesai.



PENUTUP

Pengelolaan pengaduan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes merupakan bagian dari Upaya
mewujudkan komitmen peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Publik, sesuai
dengan UU 25 tahun 2009.Pengelolaan pengaduan masyarakat, ini dapat menumbuh
kembangkan partisipasi masyarakat dalam membangun  kontrol sosial dan
memperbaiki citra aparatur pemerintah yang beretika,Bermoral, professional,
transparan dan akuntabel.

Demikian laporan Pengaduan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini kami buat sebagai sebuah keharusan bagi Kami
untuk melaporkan apa vyang telah kami kerjakan dengan tujuan untuk dijadikan
sebagai informasi terkait monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
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